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g::::g-ljlndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Indonegg-u angan Bencana (Lembaran Negara Republik
N sia Tah'un 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran

3 egara Republik indonesia Nomor 4723);

; U“dang'Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601};

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4830);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Dana Siap Pakai;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1
Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran

~ Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor

-1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

atus Transisi Darurat Bencana Banjir dan
n Bolaang Mongondow. "3'




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

F..C;.'netapan Status Transisi Darurat sebagaimana dimaks
Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Kead -
Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk Wilaa:nh
Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung Mlamayao
(tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2020
sampai dengan tanggal 6 September 2020.

Keputusan ini dapat !lip!'l[H'“F”‘F’. sesual dengan kebUIUhan
pelaksanaan Penanganan Narurat Bencana di lapangan.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan inj
dibebankan pada Anggaran i’f*r'ld;npnt:m dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan “umhﬂf"S!J;nbe;
dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan
perundang-u ndangan.

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini
terdapat  kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 Aquus 2020
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